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Abstrak 
Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam perkawinan poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Tesis ini mengangkat rumusan masalah: 1.Bagaimana kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami bagi istri pertama berdasarkan undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum islam. 2.Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap isteri pertama berdasarkan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. 3.Apa urgensi perjanjian perkawinan terhadap isteri pertama dan keturunannya dalam perkawinan poligami. pemohon hendak menikah lagi poligami dengan seorang perempuan, pemohon dalam hal ini sanggup dalam memenuhi kebutuhan istri pertama dan istri kedua dan anak-anak, dan pemohon sanggup adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Dalam kesepakatan antara pemohon dan termohon bahwa calon isteri kedua menyatakan tidak akan menggangu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon. Akan tetapi kesepakatan antar pemohon dan termohon hanya sebatas lisan dan tidak adanya perjanjian perkawinan antara istri pertama dan suami mengenai harta benda, dari kasus tersebut kurang adanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak harta benda istri pertama dan keturunannya. 
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PENDAHULUAN
	Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termasuk dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat,[footnoteRef:4] interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga, yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.[footnoteRef:5]  [4:  Abd Nashr Taufik Al-Athar,Saat Anda Meminang,(Jakarta : Terj. Abu Syarifah dan Afifah Pustaka Azam), 2000, hlm. 5]  [5:  Ahmad Azar Basyir,Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm. 1.] 

Al-Qur’an menyebut perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh, mitsaqan
ghaliza, seperti yang termasud dalam Surat An-Nisaa ayat 21 yang artinya:[footnoteRef:6] [6:  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Madinah : Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, 2003)] 

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada isterimu, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari  kamu perjanjian yang kuat.”

 Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mengandung tiga unsur utama, yaitu :[footnoteRef:7] [7:  Soemiyarti, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 10] 

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada unsur suka rela dari kedua belah pihak.[footnoteRef:8] [8:  Jawad Muhammad Muqniyah,Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mahzab, (Yogyakarta : Penerbit Kota Kembang, 1978), hlm. 9
] 

2. Perkawinan itu dimiliki dan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh suami dan istri tersebut.
3. Kedua belah pihak (suami dan istri) yang mengikatkan diri dalam perkawinan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan itu berdasarkan prosedur tertentu menurut ketentuan hukum yang ada.
	        Meski perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perjanjian karena adanya unsur persetujuan untuk saling mengikatkan diri, persetujuan dalam perkawinan tidak sama dengan persetujuan lain yang dikenal dalam hukum perdata. Alasannya, pada persetujuan biasa para pihak bebas menentukan isi perjanjiannya asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam perkawinan, isi perjanjian (ikatan) sudah ditentukan oleh hukum. [footnoteRef:9] [9:  Muhammad Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : IND HILL. Co, 1990), hlm. 17.] 

        Para ulama sepakat bahwa terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum Islam adalah melalui akad nikah yang memuat dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah lafaz penawaran yang sah dari pihak perempuan melalui walinya dan qabul adalah penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya. Lafaz ijab dan qabul dimulai dengan kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu (aku nikahkan) dari wali calon pengantin perempuan dan dijawab dengan kata khabilatu (saya terima) atau radhitu (saya rela) oleh calon pengantin laki-laki.
        Ketentuan ini menjadi kesepakatan menurut Imam Malik bin Annas, Imam Muhammad Hambal (Hambali) maupun Imam Syafi’i. Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami. Prinsip ini tampak pada Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu.
1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi iin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dihendaki oleh pihak-pihak yanh bersangkutan.

	        Dengan kata lain, perkawinan poligami dipandang sebagai suatu bentuk pengecualian yang hanya dapat dilaksanakan jika terpenuhi syarat dan prosedur tertentu. Ketentuan mengenai poligami yang secara legalistik formal diatur oleh hukum positif di Indonesia, berdasarkan bunyi Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu :
1. Perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

       Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. [footnoteRef:10] [10:  Amiur Nurudin dan Ahmad Azhari Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Pernada Media, 2004), hlm. 156] 

       Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.[footnoteRef:11] [11:  Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 111.] 

      Dalam Pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu  Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan dijelaskan bahwa Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila :
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan’
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
	
	       Selain perlihal diatas, suami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974  tentang perkawinan :
a. Adanya perjanjian dari isteri/isteri-isteri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

       Menurut hukum Islam (fiqh), kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pengertian poligami adalah seorang suami yang beristeri lebih dari satu orang[footnoteRef:12], poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu :  [12:  Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan] 

a. Polyandri yaitu perkawinan secara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. 
b. Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.
	       Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyrakat, kecuali dikalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.[footnoteRef:13] Yang dalam ajaran Islam hal tersebut diperbolehkan, dengan perintah Allah untuk berlaku adil sebagaimana firman Allah Surat An-Nisaa ayat 3 yang artinya sebagai berikut : [13:  Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, Yogyakarta: AL-Kautsar, 1990, hlm 71-72] 

	“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita- wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, yaitu budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

       Namun secara normatif poligami diakui oleh hukum Islam, tetapi karena suatu hal, maka poligami ditentang banyak intelektual, lebih-lebih para penggerak wanita. Apalagi terdapat sinyalemen bahwa poligami yang dipraktikkan oleh banyak muslim telah mereduksi rasa penghargaan kepada wanita dan nilai-nilai keadilan.
       Pasal-pasal dalam perundang-undangan Indonesia tentang poligami sebenarnya sudah cukup berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu berbuat adil dan mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain itu, perundang-undangan Indonesia berupaya menghargai isteri sebagai pasangan hidup. Terbukti bahwa untuk berpoligami suami harus mendapat persetujuan isteri. Untuk mencapai tujuan ini, perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan yang besar kepada hakim pengadilan agama.[footnoteRef:14] [14:  Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta : INIS Leiden, 2002), hlm. 58] 

        Hal lain yang sangat perlu diperhatikan menyangkut ketentuan mengenai kewajiban suami untuk berlaku adil dan jaminan suami bahwa ia memiliki kemampuan untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya. Dua kewajiban  penting yang harus dipenuhi suami sebelum mengajukan permohonan menikah lagi ke pengadilan agama ini ternyata tidak membawa konsekuensi hukum jika ternyata dilanggar oleh suami. Sebab-sebab yang mendasari ketiadaan pengaturan tentang sanksi terhadap pelanggaran prinsip kemampuan ekonomi dan berlaku adil menurut kajian lebih dalam, sebab adanya sanksi sesungguhnya merupakan konsekuensi dari adanya suatu kaidah hukum. Tentang ini Malinowski mengemukakan:[footnoteRef:15] [15:  Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 61.] 

	“The rules of law stands out from the rest in that they are felt and regarded as the obligations of one person and the rightful claims of another. They are sanctioned not by a mere psychological motive, but by a definitive social machinery of binding force...”

       Franz Magnis Suseno dalam kalimat yang kurang lebih mengandung kesamaan makna menyatakan bahwa norma hukum dikatakan berlaku hanya apabila norma tersebut diterima dan diakui masyarakat. Ciri khas suatu norma hukum adalah bahwa suatu pelanggaran tidak akan dibiarkan begitu saja. Artinya, norma hukum itu bukan norma yang hanya diharapkan berlaku oleh penegak hukum dan pembuat Undang-Undang, tetapi benar-benar berlaku dan secara nyata menentukan tingkah laku masyarakat. Dengan demikian, maka bagi norma hukum, faktisitasnya merupakan unsur yang menentukan.[footnoteRef:16] [16:  Franz Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta : Gramedia, 1987), hlm. 74-75] 

        Penelitian hukum dan jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk penelitian oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ternyata menunjukkan bahwa pelanggaran terbanyak atas ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan poligami.[footnoteRef:17]Penyebab banyaknya pelanggaran itu setidaknya dapat dilihat dari sudut sosiologi hukum, yang salah satu tujuannya adalah meneliti efektivitas ketentuan hukum dalam masyarakat. Salah satu tokohnya, Eugen Ehrilch, pelopor sociological jurisprudence, mengemukakan bahwa hukum positif hanya akan efektif dan ditaati apabila selaras dengan social patterns yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji mengapa pasal-pasal hukum tentang poligami sangat banyak dilanggar, sebab menurut Soerjono Soekanto dan S. Hutagalung kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati hukum adalah satu- satunya sumber bagi daya mengikat hukum tersebut. [17:  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995), hlm. 21
] 

	           Mengenai perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian yang dibuat setelah menikah dan sesudah menikah, artinya pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami isteri, sehingga oleh karenannya tidak perlu dibatasi masa pembuatannya hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi harus terbuka selama perkawinan berlangsung. Pembatasan tersebut dinilai melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami isteri. Sedangkan di undang-undang pasal 29 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi yaitu:
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

METODE PENLITIAN
Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan 1 (satu) pendekatan penelitian yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan yang dilakukan untuk manganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut akan digunakan penulis sebagai argumen dalam menjawab dan memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.[footnoteRef:18]  [18:  Ibid., hlm. 20] 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan
Kasus: Bahwa Pemohon, Umur 57 tahun, dan untuk termohon, umur 37 tahun, tentang duduk perkaranya dalam hal ini adalah  bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 agustus 2015 telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama pasuruan nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, pada tanggal 05 juni 2005 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kota malang, setelah pernikahan pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak, pemohon dalam hal ini hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan dengan alasan karena termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri disebabkan termohon sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya termohon sering menolak saat diajak berhubungan intim layaknya suami isteri. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila permohon tidak melakukan poligami. pemohon dalam hal ini mampu memenuhi kebutuhan isteri pertama dan isteri kedua beserta keturunannya, karena pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua. Calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan menggangu gugar harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon, akan tetapi dalam kasus ini pemohon dan termohon tidak adanya membuat perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa calon isteri kedua tidak akan menggangu gugat harta benda yang sudah ada.

Analisis kasus berdasarkan putusan nomor 1284/ Pdt.G/ 2015 / PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan
Dari kasus berdasarkan putusan nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan, Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah dengan memberi izin berpoligami kepada pemohon (suami), dalam hal ini calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan menggangu gugar harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon, akan tetapi dalam kasus ini pemohon dan termohon tidak adanya membuat perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa calon isteri kedua tidak akan menggangu gugat harta benda yang sudah ada dan bentuk perjanjiannya hanya sebatas kesepakatan yang diketahui oleh isteri kedua, dari kasus ini sangat rawan sekali adanya sengketa antara termohon dan termohon terutama termohon dikarenakan perjanjian yang dibuat hanya sebatas lisan, dan calon isteri kedua bisa saja dengan bujuk rayunya meminta harta benda yang sudah ada saat ini. dari kasus ini perlu adanya bentuk perlindungan hukum terhadap isteri pertama.
Menurut Ketentuan dan undang-undang tentang kepemilikan harta bersama terkait secara langsung terhadap pasangan suami dengan isteri-isterinya yaitu ketentuan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami, berbeda dengan perkawinan monogami yang diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan poligami dengan keterkaitannya dengan harta bersama diatur secara khusus di dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.
Aturan khusus tersebut berkenaan dengan 2 (dua) pokok persoalan, yaitu:
1. Harta bersama seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dengan maksimal empat orang kedudukannya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama sebagaimana tersebut terhitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan kedua dan seterusnya sampai keempat.
Bahwa yang dimaksud terpisah dan berdiri sendiri yaitu harta bersama dengan isteri pertama harus ditetapkan tersendiri dan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak boleh diganggung harta isteri pertama tersebut, demikian pula jika suami menikah lagi dengan isteri ketiga, maka harta suami isteri pertama dan kedua pula ditetapkan dan dibuatkan perjanjian perkawinan. Begitu juga bila suami tersebut mau menikah lagi dengan isteri keempat, maka harta bersama isteri pertama, kedua, dan ketiga harus ditetapkan dan dibuatkan perjanjian perkawinan.
Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa kedudukan harta bersama dalam perkata izin poligami menjadi jelas, bahwa isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat harus terpisah dan berdiri sendiri, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak dari isteri yang dirugikan dalam masalah harta bersama ini.
Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Bagi Isteri Pertama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibatkan pada kerugian bagi isteri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel. Bisa jadi, ketika isteri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya isteri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua. 
Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2) yaitu:
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

 Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau isteri dan peristiwa perceraian. 
Pada dasarnya hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima hadiah dan sebagainya tanpa ikut serta isteri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing para pihak. [footnoteRef:19] [19:  Zahry Hamidi, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam, (Jakarta:Penerbit Bina Cipta, 1978). hlm 45] 

Didalam Al-Qur’an maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Dalam waktu yang sama, Al-Qur’an dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung isteri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun di dalam hadis.
Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, hal ini termasuk dalam area ijtihad yaitu wewenang manusia untuk menentukannya yang bersumber kepada jiwa ajaran islam itu sendiri. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu, suami dan isteri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi oleh masing-masing. Demikian pula, apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak isteri dan mana yang menjadi hak suami, agar suami isteri dapat menerima sesuai haknya masing-masing.
Selanjutnya harta gono-gini termasuk syirkah mufawadah karena memang percampuran antara 2 pihak yaitu suami dan isteri belum ada batasan yang mereka dapatkan semasa perkawinan atau pemberian khusus unuk salah seorang diantara mereka berdua.
Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan. Mengingat Al-Qur’an tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama untuk dijalankan. maka tidak disalahkah syirkah abdan di jalankan di Indonesia.
Menurut penulis, masalah harta bersama ini merupakan persoalan ijtihadiyah yang belum pernah  dibahas oleh ulama-ulama fiqh. Sehingga untuk menggali hukum mengenai harta bersama diperlukan ijtihad yang berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur’an yang merujuk pada masalah harta bersama.
Harta bersama dihasilkan dari percampuran angtara dua pihak yaitu suami dan isteri yang disebut dengan syirkaah. Berkaitn dengan pasal 94 ayat 2 keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama pasal 94 ayat 2 berbunyi:
“pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang  mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 
(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, 
ketiga atau keempat” 

Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991  dapat dipecah unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Pemilikan harta bersama
2. Dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang (poligami)
3. Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.
Dapat disimpulkan kepemilikan harta bersama dengan isteri-isterinya dalam perkawinan poligami akan berakhir semenjak akad perkawinan yang kedua, 

Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Bagi Isteri Pertama berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
Undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di indonesia, mengatur tentang syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang (poligami), Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Dengan alasan tersebut yaitu sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :
1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Disamping adanya alasan yang dibenarkan undang-undang, pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5, yaitu:
1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a) Adanya perjanjian dari istri-istri
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Alasan pertama yang ada pada pasal 4 ayat 2 disebut dengan syarat alternatif, karena untuk mengajukan permohona ke pengadilan tidak mengharuskan terpenuhinya keseluruhan yang disebutkan undang-undang dalam arti terpenuhinya salah satu syarat telah memberi hak kepada suami untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedangkan syarat kedua yang ada pada pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif karena untukdapat diberi izin poligami oleh pengadilan, keseluruhannya syarat tersebut harus terpenuhi.
Didalam pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi  
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawina menjadi harta bersama.
2. harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pebnguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
	
Pasal 36 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :
1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan, masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:
“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Dalam undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Itu artinya , suami-isteri dipandang sebagai subyek hukum sempurna, isteri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang sempurna, suami maupun isteri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (suami dan isteri).[footnoteRef:20]Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut: [20:  Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ed.I.,cet. VII (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)] 

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan
2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.
	Dari penjelasan ketiga asas tersebut penulis menggunakan sebagai kerangka teori untuk menilai pengarutan harta bersama yang di atur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara garis besar menyatakan bahwa harta bernda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentuka  lain.

Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Pertama Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikah kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara tertulis dalam rangka menegakkan hukum. 
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  bahwa perlindungan hukum bagi  rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.[footnoteRef:21] Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang  resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[footnoteRef:22] [21:  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 2.]  [22:  Maria Alfons, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, ( Malang : Universitas Brawijaya, 2010), hlm 18.] 

		Selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana  perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :[footnoteRef:23] [23:  Philipus M. Hadjon, Op Cit,  hlm. 56] 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif	
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif  sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada  kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang  preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. 
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk  menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan  perlindungan terhadap  hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan  terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip  kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara  hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.
Urgensi perjanjian perkawinan terhadap isteri pertama dan keturunannya dalam perkawinan poligami
Perjanjian perkawinan antara suami dan isteri pertama terlihat sangat ideal  bagi pasangan suami isteri pertama apabila suami yang ingin menikah lagi dengan isteri kedua,ketiga dan keempat. Karena itulah secara sosiologis perjanjian perkawinan  dalam perkawinan poligami dirasa sangat tepat untuk memberikan perlindungan terhadap isteri pertama dan keturunannya. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami lebih menekankan adanya perlindungan hak individu yaitu isteri pertama.
Perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Apabila dipelajari lebih lanjut, pada dasarnya banyak manfaat yang di dapat dari perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami. Hal ini di karenakan dalam perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami tidak hanya harta benda yang dapat di atur akan tetapi melainkan juga hal-hal yang terkait dengan pasangan suami dan isteri pertama, yang suaminya akan menikah lagi dengan isteri kedua, ketiga dan keempat. Isteri pertama dalam hal ini dapat menuangkan beberapa hal yaitu seperti harta benda dalam perjanjian perkawinan. 
Kitab Undang-undang  hukum perdata tidak memberikan pengertian yang mengenai perjanjian perkawinan. Pada umunya para ahli mengartikan perjanjian perkawinan dengan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata tersebut. Menurut R.Subekti mengartikan perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka menyimpang dari asas atau pola yang telah ditetapkan dalam undang-undang.[footnoteRef:24]  [24:  R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta.Intermasa.2002, hlm 56] 

Urgensi perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami terhadap isteri pertama dan keturunannya adalah mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, membuat konsep perjanjian perkawinan berdasarkan kedua undang-undang tersebut juga berbeda. Pasal 119 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa:
	“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulan antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”.
Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa kitab undang-undang hukum perdata memandang perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat untuk menyimpangi sistem pengaturan yang diatur dalam pasal tersaebut, yaitu sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta yang didapat dalam perkawinan, baik didapat oleh suami maupun oleh isteri, dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta kekayaan milik bersama.  Perjanjian perkawinan dibuat dengan maksud antara lain sebagai pengecualian dari percampuran harta kekayaan tersebut.
[bookmark: _GoBack]KESIMPULAN
Kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam khususnya pasal 94, tidak memberikan kepastian hukum pada isteri pertama dan dimungkinkan sangat merugikan jika tidak dilakukan pembuatan akta perjanjian perkawinan berdasarkan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga kompilasi hukum islam harus tetap diperkuat dengan undang-undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan diperlukan peran hakim dalam memberikan keadilan apabila terjadi sengketa harta bersama dikemudian hari.
Perlindungan hukum pada isteri pertama atas masalah harta bersama dalam perkawinan poligami dapat ditemput dengan cara upaya yang bersifat preventif yaitu dengan perjanjian perkawinan dan upaya yang bersifat yaitu dengan sita jaminan atas harta bersama suami dengan isteri. tujuannya adalah mencegah terjadi penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami yang dapat merugikan isteri pertama dalam perkawinan poligami. Sehingga pembuktian harta bersama dalam perkawinan poligami suami dapat dilihat pada putusan pengadilan agama dan akan tetapi juga dilihat dari isi perjanjian perkawinan yang dibuat antara suami, isteri pertama, dan isteri kedua tentang penetapan harta bersama agar mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
Urgensi perjanjian perkawinan terhadap isteri pertama dana keturunannya dalam perkawinan poligami adalah  untuk lebih memastikan suatu perlindungan hukum terhadap isteri pertama apabila dikemudian hari suami mendapat bujuk rayu dari isteri kedua karena dalam hal ini perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap isteri pertama yang memiliki kekuatan lebih mengikat terkait mengenai harta bersama antara suami dan isteri pertama dan lebih jelas atau detail terkait harta bersama yang diperoleh antara suami dan isteri pertama dan suami dengan isteri kedua. Menurut penulis sangat perlu adanya perjanjian perkawinan bagi seorang yang dipoligami oleh pasangannya.
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